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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2. 1. Uraian Teori  

2. 1. 1. Pengertian Teori 

 Teori adalah merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara 

sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara 

logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi 

sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati
4 

 Teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan preposisi yang saling 

berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu 

fenomena pada umumnya. Penggunaan teori penting kiranya dalam menelaah 

suatu masalah atau fenomena yang terjadi sehingga fenomena tersebut dapat 

diterangkan secara eksplisit dan sistematis.  

 Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala 

terjadi seperti ini. Untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berfikir 

yaitu kerangka teori. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut seorang 

peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk 

menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih. 

  

 

 

_______________ 

  

 
4
 Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : Rosdakarya, 2006, Hal. 24. 
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Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam mencermati lebih jauh mengenai 

teori, yakni: 

1. Teori menjelaskan hubungan antara variable atau antara konstrak sehingga 

pandangan yang sistematik dari fenomena yang diterangkan oleh variable 

dengan jelas kelihatan. 

2. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasi variable satu 

berhubungan dengan variable yang lain
5
 

2. 1. 2. Teori Kepastian Hukum 

 Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. 

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil 

karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. 

Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat 

menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar 

tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang 

tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan 

hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri(den begriff 

des Rechts). Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah 

dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang 

berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya 

dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan  

_______________ 

  

 
5
 L. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002. Hal. 

34-35 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



16 
 

dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian 

akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi 

semua orang. Ubi jus incertum, ibi jus nullum (di mana tiada kepastian hukum, di 

situ tidak ada hukum). 

 Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, 

hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian 

akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan 

sebagai pedoman perilaku setiap orang. 

 Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan 

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan 

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan 

atau dilakukan oleh Negara terhadap individu
6
 

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai 

identitas, yaitu sebagai berikut :
7
 

 

 

_______________ 

 
6
 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya 

Bakti,Bandung, 1999, hlm.23. 

 7
 Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, http://hukum.kompasiana.com. 

(02/04/2016), diakses pada 22 Maret 2017. 
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1. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari sudut 

yuridis. 

2. Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, 

dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan 

pengadilan 

3. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility). 

 Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama  dari hukum. 

Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai 

hukum semejak Montesquieu memgeluarkan gagasan mengenai pemisahan 

kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, 

karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan 

menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan 

yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. 

 Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam 

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, 

sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya 

kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. 

 Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan 

hukum,memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari prilaku manusia. 

Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomat), 

melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar 

hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

http://skripsifakhukum.blogspot.com/


18 
 

Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau 

kepastian peraturan (sicherkeit des Rechts). 

 Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi 

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya 

aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.
8 

 Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, 

sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya 

dapat dikemukakan bahwa 

“summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux”  yang artinya adalah 

hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, 

dengan demikian kendati pun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-

satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan
9
  

 

_______________ 

 
8
   Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,  Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158. 

 9
  Dominikus Rato, Filsafat  Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, 

Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59. 
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2. 1. 3. Teori Keadilan 

 Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak 

memihak : memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran : sepatutnya, dan 

tidak sewenang-wenang. Pada hakikatnya, keadilan adalah  suatu sikap untuk 

memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap 

orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang 

sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, 

keturunan, agama, dan golongan.  

Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD NKRI tahun 1945 dan GBHN, kata adil 

terdapat pada  

a. Sila kedua dan kelima Pancasila 

b. Pembukaan UUD NKRI 1945 (alinea II dan IV). 

c. GBHN 1999-2004 tentang visi 

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan 

terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai 

persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum 

atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan
10

 yang diterapkan dan 

diterimanya dengan pandangan yang berbeda.  

 

_______________ 

  

 
10

  Lihat, A.Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari 

Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta, Kanisius, 

2007. 
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Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam 

suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana 

(criminal of justice) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (private of 

justice) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (administration of justice) 

atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis 

hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah 

adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum 

yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teori pembuktian 

berasarkan Undang-Undang Positif (Positif Wettwlijks theorie). 

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang 

hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum 

tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini 

seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka 

umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.
11

 

Orang dapat menggangap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang 

diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai 

suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, 

tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok 

orang. Atau orang mengganggap keadilan sebagai pandangan individu yang 

menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya. 

 

_______________ 

  
11

  Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan  

Nusamedia, 2004, hal 239. 
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Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau 

aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam 

masyarakat atau hukum positif. Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan 

kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik 

yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan 

masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam 

masyarakat itu sendiri (shared value) atau sama-sama mempunyai tujuan 

tertentu.
12

 

 

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. 

Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (fiolosofische grondslag) 

sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara 

Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai 

Pancasila (subcriber of values Pancasila). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, 

yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang 

berkeadilan sosial. 

  Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, 

serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan 

penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan 

dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, 

penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta 

perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah 

 

_______________ 

 
12

  Ibid. hal. 196. 
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pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh 

karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan 

sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia. 

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada 

dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : “Keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah 

apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber 

pada Pancasila. 

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-

pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian 

adil.
13

 

   (1)   “Adil” ialah : meletakan sesuatu pada tempatnya. 

 

   (2)   “Adil” ialah : menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain 

tanpa kurang. 

 

   (3)   “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa 

lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan 

penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan 

dan pelanggaran”. 

 

 

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum 

nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan 

keadilan adalah pengakuan dan perlakukan seimbang antara hak dan kewajiban. 

Apabila ada pengakuan dan perlakukan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan 

sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus  

 

_______________ 

 
13

  Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, Jakarta, Kalam Mulia, 1985, hlm.7 
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mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras 

yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang 

lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak 

yang ada pada diri individu.
14

 

 Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan 

memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak 

hidupnya. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari 

Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya 

menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar 

manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta 

hubungan yang adil dan beradab. 

Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, 

bila apinya besar maka cahayanya pun terang : jadi bila peradabannya tinggi, maka 

keadilan pun mantap. Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, 

maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. 

Keadilan sosial dapat diartikan sebagai : 
15

 

(1)   Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak. 

(2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-

pengusaha. 

_______________ 

 

14
  Suhrawardi K. Lunis, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 

2000, hlm. 50. 
 15

  Kahar Masyhur, Loc. Cit, hlm. 71. 
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(3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, 

pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak 

wajar”. 

 

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat 

dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari 

sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama 

halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, 

khususnya orang yang dihakimi itu. Keadilan sosial menyangkut kepentingan 

masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus 

menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya.  

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh 

karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang 

menserasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara 

sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan 

pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-

kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum. 

Teori Keadilan Menurut Aristoteles 

 Keadilan di pahami dalam arti kesamaan, Namun Aristoteles membuat 

pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional . 

Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang 

sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita 

mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan 
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proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan 

kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.  

 Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi 5 jenis keadilan  : 

a. Keadilan Komutatif : Keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap 

seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. 

b. Keadilan Distributif : Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang 

sesuai dengan   jasa-jasa yang telah diberikannya. 

c. Keadilan Kodrat Alam : Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai 

dengan yang   diberikan oleh orang lain kepada kita. 

d. Keadilan Konvensional : Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang 

warga negara telah  menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah 

dikeluarkan. 

e. Keadilan Perbaikan Perbuatan Adil : Keadilan Perbaikan Perbuatan Adil adalah 

jika seseorang telah berusaha  memulihkan nama baik orang lain yang telah 

tercemar. Misalnya, orang  yang tidak bersalah maka nama baiknya harus 

direhabilitasi. 

Teori Keadilan Menurut John Rawls 

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut: 

1. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini 

hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri, 

2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial 

maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (“social 

goods”). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada 

kemungkinan keuntungan yang lebih besar. 
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3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap 

ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan. 

Untuk meberikan jawaban atas  hal tersebut, Rows melahirkan 3 (tiga) pronsip 

kedilan, yang sering dijadikan rujukan oleh bebera ahli yakni: 

1. Prinsip Kebebasan yang sama (equal liberty of principle) 

2. Prinsip perbedaan (differences principle) 

3. Prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle) 

 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Islam 

 Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan 

ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk 

menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya 

manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada 

optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. 

Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan 

mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiyah, dan 

perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam 

yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah. Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, 

sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, 

baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui 

nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia 

sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif. 
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Teori Keadilan Menurut Plato 

 Keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan 

adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen 

prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:  

1. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh 

para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan 

domba manusia. 

2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian 

khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada 

persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan 

kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-

kepentingan anggotanya. 

 Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, 

misalnya berikut ini: 

1. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan 

dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk 

pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi 

dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan. 

2. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan 

propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-

pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama 

harus dicegah atau ditekan. 
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3. Negara harus bersifat mandiri (self-sufficient). Negara harus bertujuan pada 

autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada 

para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. 

Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan 

alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas 

negaranya. 

 Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur 

aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini 

adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan 

bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan 

negara. Bagaimana individu melayani negara. Keadilan juga dipahami secara 

metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang 

sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi 

keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia dan akal manusia yang 

esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau 

keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Oleh karena inilah Plato 

mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu 

the king of philosopher 

Teori Keadilan Menurut Sayyid Qutb 

 Menurut Qutb, keadilan sosial dalam Islam mempunyai karakter khusus, 

yaitu kesatuan yang harmoni. Islam memandang manusia sebagai kesatuan 

harmoni dan sebagai bagian dari harmoni yang lebih luas dari alam raya di bawah 

arahan Penciptanya. Keadilan Islam menyeimbangkan kapasitas dan keterbatasan 
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manusia, individu dan kelompok, masalah ekonomi dan spiritual dan variasi-

variasi dalam kemampuan individu. Ia berpihak pada kesamaan kesempatan dan 

mendorong kompetisi. Ia menjamin kehidupan minimum bagi setiap orang dan 

menentang kemewahan, tetapi tidak mengharapkan kesamaan kekayaan.
16

 

 

 

2. 2. Kerangka Pemikiran 

 

 Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi 

yaitu Peninjauan Yuridis Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit oleh Pengadilan 

Niaga Medan (Studi Kasus No. 8/Pailit/2013/PN. Niaga/Mdn) untuk mendapatkan 

jawaban atas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. 

 Untuk mengetahui penyebab ditolaknya Permohonan Pernyataan Pailit oleh 

Pengadilan Niaga Medan pada kasus perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak. Maka penulis dalam hal ini akan mencari dan menganalis 

bentuk permohonan peninjauan Yuridis penolakan permohonan pernyataan pailit 

pemohon pailit oleh Pengadilan Niaga serta bagaimana akibat hukum dari 

ditolaknya permohonan pailit tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 
 16

  http://diqa-butarbutar.blogspot.co.id/2011/09/teori-teori-keadilan.html (02/09/2011), 

diakses pada 22 Maret 2017 
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2. 3. Hipotesis 

 Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam 

melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu 

kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan 

atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau 

kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.
 
Adapun 

hipotesa penulis dalam permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa pemohon dalam hal ini PT. Tunggul Ulung Makmur (PT. TUM) 

tidak membayar royalty/pajak kepada Negara. 

2. Dikarenakan pemohon seharusnya terlebih dahulu membuktikan apakah 

termohon dalam hal ini PT. Usaha Bintan Bersama Sejahtera (PT. UBBS) 

memiliki hutang atau tidak. 
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